SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . RICHARD ARNALDO, SE.,MSA

Jabatan . KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama . ANWAR HAFID

Jabatan . Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik
dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-
MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.
Palu, (s September 2025

K Kedua, Pihak Pertama,
WESI ENGAH KEPALA DINAS PERINDPUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS LAWESI|I TENGAH

RICHARD ARNALDO, SE.,MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya PDRB Sektor | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 40,97 - 41,45
Industri Unggulan
2. | Meningkatnya Pemerataan Koofisien Variasi Harga Antar wilayah 11,1
Distribusi Dan Harga kebutuhan Tingkat Provinsi (%)
Barang Pokok Antarwilayah Di
Provinsi Sulawesi Tengah
3. | Meningkatknya Ekspor Barang | Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta | 11.041,52
dan Jasa USD)
Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) 90,74 - 92,16
4. | Meningkatnya Nilai Ekspor | Nilai Ekspor Produksi Industri Non 18.398,59
Produk Industri Non Migas Migas (Juta USD)
5. | Meningkatnya Tenaga Kerja Di | Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri 135.417
Sektor Industri (Orang)
6. | Meningkatnya Proporsi Jumlah | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan 1.31
Industri Kecil dan Menengah | Menengah Pada Level Provinsi
Pada Level Provinsi
PROGRAM ANGGARAN KET
1 Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Rp. 26.971.309.898, APBD
Provinsi
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp. 156.519.250 APBD
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  Rp. 96.664.400 APBD
4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Rp. 1.350.978.700 APBD
dan Barang Penting
5 Program Pengembangan Ekspor Rp. 530.024.550 APBD
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp. 1.436.665.171 APBD
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Rp. 124.833.300 APBD
Negerl
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp. 6.124.837.446 APBD
9 Program Pengendalian lzin Usaha Industri Rp. 133.911.250 APBD




10 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Rp. 44.257.735 APBD
Nasional
11 Program Perdagangan Dalam Negeri Rp. 158.955.000 APBN
12 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 326.959.000 APBN
Palu, (& September 2025
ﬂhak Kedua, Pihak Pertama,
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